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Abstract 

 

Regional Development Planning through Musrenbang a means to foster initiative 

and active role in community development planning (Bottom Up Planning) are 

mechanically and functionally with activities planned development based on the 

principle of consensus, mobilize and improve the initiatives and participation of 

the community to carry out development in an integrated and foster the dynamic 

conditions of the community. This research method using a qualitative approach. 

Research carried out by focusing on two districts and three villages and the 

villages and informants deliberately determined among the actors involved in the 

implementation of planning forums. Of the several theories of implementation, the 

combination approach better able to explain than the top-down, bottom-up 

approach and the critical-creative approach. While the implementation model 

Merilee Griddle (1980) combined with Elmore models more appropriate to 

analyze the implementation of Musrenbang compared with models other 

implementations. 
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Latar Belakang Masalah 

Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah sampai pusat selama ini 

belum memiliki landasan aturan yang mengikat setingkat Undang-Undang. Kondisi inilah 

yang antara lain sebagai landasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

   Sementara itu, kebijakan otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada tataran implementasi memunculkan cukup 

banyak permasalahan. Untuk menyempurnakan kebijakan itu, pemerintah telah mengganti 

kedua Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Sebagai sebuah pengganti, kedua 

Undang-Undang ini sesungguhnya tidak benar – benar mengandung perubahan yang 

mendasar terhadap Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

misalnya, menjelaskan sistem perencanaan pembangunan di daerah, padahal hal yang 

sama juga telah dijelaskan secara lebih rinci oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. 

Bab IX Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004, misalnya lagi, menjelaskan Sistem 

Penganggaran Daerah sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003, dengan judul „Pengelolaan Keuangan dalam Rangka Desentralisasi”. 

Pelaksanaan desentralisasi merupakan perwujudan konkret terhadap tuntutan 

pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Tuntutan pemberian otonomi yang luas 
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kepada daerah dapat dinilai wajar dengan merujuk pada dua alasan (Mardiasmo, 2002). 

Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar pada masa lalu telah menimbulkan 

masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses 

pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Kedua, tuntutan pemberian otonomi 

muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa   new rules pada 

semua aspek kehidupan pada masa yang akan datang. Sebagai penyempurna jalannya 

pembangunan dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004) hadir untuk 

mendukung jalannya pembangunan di Indonesia yang di dalamnya. Hadirnya SPPN 2004 

menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah di Indonesia (Sjafrizal, 2009).    

Salah Satu perubahan tersebut adalah tahapan penyusunan rencana untuk dapat 

menerapkan Sistem Perencanaan Partisipatif (participatory planning) guna meningkatkan 

penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana. Menurut Bastian (2006), 

perencanaan pembangunan yang disusun oleh suatu daerah merupakan perwujudan asas 

desentralisasi terhadap berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan politik, dan pengelolaan pembangunan dari pusat kepada daerah. Partisipasi 

dan aspirasi masyarakat yang begitu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di era otonomi daerah dilaksanakan secara nyata dengan melibatkan 

masyarakat pada perencanaan pembangunan melalui wadah Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, 

sampai kabupaten atau kota.  

Musrenbang merupakan langkah penting dalam penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah; salah satunya adalah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah 

terpilih. RKPD menjadi dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan merupakan dasar utama dalam penyusunan RAPBD 

untuk tahun bersangkutan yang prosesnya dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum 

APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA).  

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahaan yang baik (good 

governance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam 

pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang 

disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah 

musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang dari desa, 

kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional. 

Merujuk pada amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah 

diperkenalkan  empat kutub perencanaan, yaitu kutub perencanaan teknokratis, 

perencanaan partisipatif, perencanaan politis serta perencanaan top down dan bottom up. 

keempat kutub perencanaan yang dimaksud adalah : 

1. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan 

metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah. 

2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku 

kepentingan (stakeholders) di daerah. 
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3. Dengan pendekatan politis, program-program pembangunan yang ditawarkan tiap-tiap 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke 

dalam rancangan RPJMD . 

4. Dalam pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan 

atas bawah (top-down), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan 

mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. 

Beberapa masalah yang sering kali terjadi dalam musrenbang adalah pencapaian 

tujuan yang tidak terlaksana dengan baik. Selain keterbatasan dana, masalah program yang 

tidak tepat sasaran juga terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep, ini dikarenakan serap 

aspirasi masyarakat kurang diperhatikan, kepentingan politik yang diutamakan. 

Kabupaten Sumenep yang terbagi atas wilayah daratan dengan 18 (delapan belas) 

kecamatan dan wilayah kepulauan dengan 9 (sembilan) kecamatan serta 126 pulau bukan 

merupakan kabupaten tertinggal seperti 3 (tiga)  kabupaten yang ada di madura. Khusus 

kabupaten Sumenep wilayah kepulauan, dari fakta-fakta dan data yang ada, kondisi 

kepulauan pada umumnya merupakan gambaran wilayah yang identik dengan 

ketertinggalan, kemiskinan dan terisolasi. Fakta yang terjadi pada pelayanan kesehatan, 

pada tahun 2011 terjadi pada seorang ibu yang akan melahirkan bayinya dari kecamatan 

Sapeken, karena keterbatasan alat dan dokter yang menangani persalinan tersebut maka 

pasien tersebut harus dirujuk ke rumah sakit di kota Sumenep, karena perjalan melalui laut 

memakan waktu 12 jam, akhirnya pasien tersebut meninggal diatas kapal, ini merupakan 

permasalahan nasional yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, provinsi dan 

pemerintah pusat. Permasalahan ini sudah diusulkan melalui Musrenbang oleh masyarakat 

kepulauan untuk dibangunnya rumah sakit di wilayah kepulauan, karena terlalu rumitnya 

birokrasi pemerintah daerah dan mekanisme usulan program, akhirnya sampai saat ini 

belum terwujud pembangunan rumah sakit di wilayah kepulauan.   

Secara garis besar kondisi wilayah kepulauan masih jauh tertinggal  dibandingkan 

dengan wilayah daratan yang lebih maju dan cepat berkembang. Hal ini disebabkan posisi 

letak geografis kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian serta 

keberadaan infrastruktur yang belum memadai. Musrenbang merupakan sarana yang tepat 

untuk mengurangi kesenjangan tersebut, akan tetapi faktor kebijakan pemerintah daerah 

seharusnya wilayah kepulauan mendapatkan perhatian khusus dan prioritas dalam 

pembangunan setiap tahunnya. 

Permasalahan yang sering muncul dalam Musrenbang dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu masalah yang berkaitan dengan input (masukan), proses, dan output (keluaran).  

a. Pertama, masalah yang berkaitan dengan input terutama rendahnya keterlibatan 

masyarakat sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam 

pembuatan keputusan, kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya 

budaya yang didominasi oleh yang dituakan (ketokohan). 

b. Kedua, masalah yang berkaitan dengan proses, yaitu masih besarnya pengaruh top 

down, sehingga tidak dilakukan secara partisipatif, namun hanya untuk memenuhi 

kepentingan pihak tertentu dan formalitas saja. 

c. Ketiga, masalah dalam output berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama 

yang berlomba untuk menyusun “shoping list” (“daftar belanja”) yang sebesar-

besarnya tanpa memerhatikan kebutuhan. 

Masalah ini muncul karena tiga sebab. Pertama masalah muncul karena 

kemampuan keuangan dana daerah yang terbatas. Kedua, setelah memerhatikan, saran dan 

pendapat masyarakat lainya serta memerhatikan masukan dan saran pada saat rapat 

gabungan, ternyata hal itu masih dianggap belum menjadi prioritas, yang harus 
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didahulukan untuk dikerjakan. Ketiga, pemahaman tentang musrenbang, belum dimengerti 

secara utuh oleh semua komponen yang terlibat dalam musrenbang itu.  

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, peneliti ingin evaluasi dan menganalisis 

upaya - upaya yang dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan musrenbang yang dilakukan 

oleh pemerintah kabupaten sumenep yang tepat sasaran dan sesuai dengan harapan 

masyarakat Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut :  1. Bagaimana manajemen implementasi musyawarah perencanaan pembangunan 

(musrenbang) di Kabupaten Sumenep? .2. Apakah Faktor Partisipasi Masyarakat menjadi 

penyebab kurang berhasilnya Musrenbang di Kabupaten Sumenep? 3. Apakah model 

Implementasi Musrenbang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam 

membangun daerah di Kabupaten Sumenep? 4.  Apakah makna Implementasi Musrenbang  

bagi masyarakat dalam membangun daerahnya di Kabupaten Sumenep ?  

 

Metode Penelitian 

Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan   kualitatif. Menurut Denzin dan 

Lincoln (dalam Moleong 2006: 5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah (natural setting), dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.  

Melalui metode deskriptif, penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan 

secara terperinci atau mendalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

daerah di Kabupaten Sumenep. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, peneliti 

akan melakukan pendekatan terhadap objek penelitian dengan menggali informasi sesuai 

dengan persepsi peneliti dan informan.  

Dalam penelitian ini fokus kajian dititikberatkan pada implementasi perencanaan 

pembangunan daerah dengan studi tentang musyawarah perencanaan pembangunan daerah  

di Kabupaten Sumenep, meliputi : 

1. menggambarkan manajemen implemen -tasi musrenbang di Kabupaten Sumenep, 

mencakup: 

a. model implementasi musrenbang di Kabupaten Sumenep, mulai dari tingkat 

desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten; 

b. makna implementasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah bagi 

masyarakat dalam membangun daerahnya; 

c. faktor partisipasi masyarakat dalam implementasi musrenbang di Kabupaten 

Sumenep; 

2. menggambarkan dan menganalisis peran stakeholder dalam implementasi kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah.  

 

 

 

Hasil Temuan Penelitian  

Implementasi Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumenep 

Sejak awal, semua pihak sepakat bahwa mewujudkan visi pembangunan daerah, 

yakni membangun masyarakat Sumenep yang sejahtera, agamis, nasionalis, dan mandiri 

yang didukung tata pemerintahan yang baik (good governance), transparan, adil, dan 

kinerja birokrasi yang profisional, sungguh bukanlah hal yang mudah. Salah satu faktor 

yang banyak memengaruhi potensi dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Sumenep, 

tak pelak adalah kehadiran Jembatan Suramadu. Meskipun di sisi satu pembangunan 

Jembatan Suramadu telah memberi kesempatan yang lebih leluasa bagi masyarakat untuk 

melakukan mobilitas sosial dan mengembangkan usahanya, di sisi  lain harus diakui 
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kehadiran Jembatan Suramadu juga melahirkan berbagai masalah, antara lain masuknya 

arus modal dari luar dan terjadinya proses penghisapan dana masyarakat ke wilayah urban 

untuk membiayai kebutuhan konsumsi, pola rekreasi, dan perubahan gaya hidup (life style) 

masyarakat Kabupaten Sumenep.        

Segi yang positif di wilayah Kota Sumenep adalah perkembangan pesat jumlah hotel 

dari 4hotel karena dampak berfungsinya Jembatan Suramadu sekarang menjadi 15 hotel. 

Akan tetapi, dampak negatifnya juga muncul yaitu berkurangnya lahan pertanian karena 

telah “disulap” menjadi hotel-hotel baru.  

Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah peningkatan pembangunan 

di wilayah kepulauan agar dapat berkembanga makin seimbang dengan kondisi wilayah 

daratan, yang menjadi prioritas program perencanaan:    (1) peningkatan fasilitas 

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemukiman di wilayah kepulauan, (2) peningkatan 

infrastruktur dan kelembagaan pelayanan air bersih dan kelistrikan di wilayah kepulauan, 

dan (3) peningkatan infrastruktur dan jaringan transportasi darat dan laut, serta (4) 

peningkatan pengelolaan potensi SDA di wilayah kepulauan serta upaya menjamin 

kelestarian lingkungan, meskipun demikian pembangunan di wilayah kepulauan masih 

cukup tertinggal, khususnya pada pembangunan infastruktur, seperti air bersih, jalan dan 

listrik (AJAL). 

Observasi peneliti selama melakukan penelitian menunjukkan bahwa wilayah 

kepulauan memang sangat memprihatinkan, misalnya adanya listrik yang “takut azan” 

yaitu sebelum azan magrib listrik baru hidup, tetapi sebelum azan subuh listrik sudah 

padam, belum juga waktu musim ombak besar masyarakat kepulauan kesulitan melaut, 

BBM langka, dan pemasokan sembilah bahan pokok tersendat. Hal ini sependapat dengan 

apa yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat kepulauan dan sebagai ketua LSM AMI, 

Raden Husein Tirtodhiredjo, sebagai berikut: 

“Kalau kita lihat di pulau Madura hanya Kabupaten Sumenep merupakan 

Kabupaten yang bukan masuk kategori Kabupaten tertinggal, akan tetapi Kabupaten 

Sumenep wilayah kepulauan bukan termasuk wilayah tertinggal tetapi wilayah yang 

ditingalkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan di wilayah kepulauan tertinggal jauh 

dari wilayah daratan meskipun SDA wilayah kepulauan sangatlah besar, seperti Migas 

yang disedot oleh pemerintah pusat akan tetapi kembali kucuran dananya dari hasil 

migas tersebut sangat kecil seperti tetesan air yang tersendat. Mana keadilan 

pemerintah untuk masyarakat kepulauan yang ada di Kabupeten Sumenep”. 

(wawancara, 16 Agustus 2013). 

Temuan lapangan ini tampaknya mengukur bahwa pembangunan berdasarkan 

RPJMD Kabupaten Sumenep pada 2010-2015, masih menemui kendala, kalau tidak mau 

disebut masih kontroversial. Pemerintah daerah dan pusat tampaknya masih kurang adil 

dalam membagi kue pembangunan untuk wilayah kepulauan atau masih adanya unsur 

politik dalam menentukan prioritas pembangunan. Konsekuensinya, jika pembangunan 

wilayah kepulauan selalu dianaktirikan, ada aspirasi para tokoh masyarakat wilayah 

kepulauan yang berkeinginan memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep. Dampak dari 

kurang perhatiannya pemerintah pusat maupun daerah adalah sering terjadi demo warga 

wilayah kepulauan yang mengusung isu seperti masalah transportasi laut, infrastruktur, 

kesehatan, listrik, serta kelangkaan BBM. 

 

Makna Model Implementasi dalam  Musrenbang 

Berdasarkan hasil penelitian dengan para informan yang meliputi birokrasi dan 

masyarakat,  dapat dinyatakan bahwa model imlementasi, termasuk seluruh proses 

pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kota dan Kecamatan Talango, sebagian besar 
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sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun belum sepenuhnya dapat memberdayakan 

aspirasai masyarakat. Masalah yang sering terjadi dalam musrenbang adalah pencapaian 

tujuan yang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena dana atau anggaran yang 

disediakan untuk pembangunan tidak mencukupi. Dalam hal ini memang dapat dikatakan 

bahwa dana atau anggaran merupakan hal utama yang perlu diperhatikan selain 

persyaratan-persyaratan lainnya. 

Permasalahan yang sering muncul dalam musrenbang dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu yang berkaitan dengan input, proses, dan out put.  

Pertama, masalah yang berkaitan dengan input, terutama menyangkut keterlibatan 

masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam 

membuat keputusan,  sebagaimana diutarakan Camat Kota Sumenep, H. Mohamad 

Junaidi, sebagai berikut: 

 

“Banyak peserta yang mengikuti pelaksanaan musrenbang Kecamatan Kota Sumenep 

yang selalu mengusulkan program kegiatan yang merupakan daftar keinginan saja, 

tetapi bukan program kebutuhan masyarakat daerahnya. Ini semua dikarenakan kurang 

sosialisasi dari para pendamping maupun dari tingkat dan wawasan sumber daya 

manusianya”. (wawancara,  21 April 2013) 

 

Kedua, masalah yang berkaitan dengan proses, yaitu masih besarnya pengaruh top 

down, sehingga tidak dilakukan secara partisipatif, namun hanya untuk memenuhi 

kepentingan pihak tertentu dan formalitas saja. Hal serupa juga disampaikan oleh Lurah 

Bangselok, Edi Mulyono, sebagai berikut: 

 

“Banyak aspirasi masyarakat yang kami tampung melalui forum RT/RW untuk 

program kegiatan wilayah Kelurahan Bangselok, akan tetapi program kegiatan yang 

kami usulkan masih kalah dengan jalur politik dari anggota DPRD melalui 

pembuatan-pembuatan proposal yang mereka buat. Masalah ini yang menjadi 

permasalahan setiap pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kota Sumenep dan 

masyarakat menjadi apatis dalam musrenbang tersebut, karena pelaksanaan 

musrenbang dianggap aleh masyarakat hanya rutinitas tahunan dan formalitas saja”. 

(wawancara, 22 April 2013).  

 

Ketiga, masalah dalam out put berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama yang 

berlomba untuk menyusun “shoping list” atau “daftar belanja” yang sebanya- banyaknya 

tanpa memerhatikan kebutuhan. 

 

Makna Musrenbang bagi Masyarakat 

Dari analisis proses musrenbang di Kecamatan Kota Sumenep dapat diketahui bahwa 

prosesnya telah sesuai dengan prosedur. Namun demikian, pelaksanaan musrenbang masih 

belum secara maksimal mengakomodirasi dan memberdayakan aspirasi masyarakat. 

Dampak positif pelaksanaan musrenbang ini memang ada, misalnya masyarakat atau 

warga mulai berani bicara dan mempunyai pengalaman dalam menyampaikan 

keinginannya dalam sebuah forum. Hal ini dinyatakan oleh Sekertaris Desa Kebon Agung, 

Abd. Salam, sebagai berikut: 

 

“Masyarakat di perkotaan lebih maju dari masyarakat pedesaan. Ini terbukti semua 

program kegiatan yang diusulkan melalui argumentasi yang sangat ketat dan mantap, 

hanya saja forum diskusi yang ada masih mengedepankan petunjuk dari atas, yaitu 
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pedoman dari RPJMD Kabupaten Sumenep. Memang kita akui RPJMD itu sangat 

urgen karena merupakan program kepala daerah selama lima tahun, akan tetapi faktor 

sosialisasi kepada masyarakat tentang program dalam RPJMD itu yang belum 

dilaksanakan. Jadi masyarakat kurang mengartikan pentingnya program-program 

dalam RPJMD tersebut”. (wawancara 22 April 2013. 

 

Dari sisi peningkatan kapasitas kelembagaan, kecamatan dan desa yang telah 

melaksanakan musrenbang telah memiliki dokumen hasil musrenbang yang telah 

dilasanakan, sehingga dapat mengurangi intervensi pihak–pihak tertentu dalam mengubah 

program atau rencana pembangunan desa yang bersangkutan, apalagi di setiap desa di 

Kabupaten Sumenep yang berjumlah 330 desa dan 4 kelurahan telah memiliki rencana 

pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Peneliti sampaikan bahwa sebagian 

besar program kegiatan yang sudah ada dalam RPJMDes tidak sejalan dan tidak sesuai  

dengan hasil musrenbang kecamatan. Semua usulan yang disampaikan dalam musrenbang 

kecamatan berubah dikarenakan lebih disesuaikan dengan petunjuk atau arahan dari 

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep atas hasil dari forum SKPD yang menyesuaikan 

dengan RKPD dan RPJMD Kabupaten Sumenep. Permasalahan ini adalah dampak dari 

kurangnya peran pemerintah daerah melalui Bappeda dalam mensosialisasikan program 

prioritas pembangunan daerah yang ada dalam RKPD dan RPJMD kepada masyarakat atau 

pemerintahan di desa/kelurahan. 

 

Makna Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Musrenbang 

Dari analisis proses implementasi musrenbang dapat dinyatakan bahwa pengaruh 

partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang tersebut relatif kecil dibandingkan 

dengan faktor alamiah dan faktor struktural. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan telah dilakukan oleh masyarakat. 

Karena dalam pelaksanaan serap aspirasi pada masyarakat masih adanya program yang 

bersifat top-down, prioritas usulan pembangunan dari masyarakat dikalahkan oleh prioritas 

program dalam RKPD maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut. 

Permasalahan ini disampaikan oleh Lurah Pajagalan, Moh. Arsyad, sebagai berikut 

“Sesuai dengan visi Kelurahan Pajagalan yang mengutamakan peran partisipasi 

masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan di wilayahnya, saya sudah 

melakukan berbagai hal untuk menghadirkan warga untuk mengikuti musrenbang 

Kelurahan, dengan memberikan undangan, informasi melalui masjid/musholah, 

papan-papan pengumuman tentang jadwal pelaksanaannya, sehingga banyak warga 

yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Akan tetapi, dengan semangat warga 

yang berapi-api untuk membangunan daerahnya tersebut, ternyata dikalahkan dengan 

program prioritas dari atas (RKPD dan RPJMD), maka, semangat warga menjadi 

apatis dalam memperjuangkan daerahnya ”. (wawancara,      06 Pebruari 2013). 

 

Menurut peneliti, faktor partisipasi masyarakat bukan merupakan penyebab dominan 

perencanaan pembangunan daerah. Maka dari itu pemerintah daerah beserta jajarannya dan 

seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sumenep perlu mengintegrasikan dan 

melakukan terobosan kebijakan yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam 

menentukan usulan program prioritas kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 

Selain itu, sosialisasi tentang prioritas pembangunan pada rencana tahunan RKPD dan 

RPJMD Kabupaten Sumenep harus dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbangdes 

kepada masyarakat luas di Kabupaten Sumenep. 
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Implikasi Teoretis 

Dari dua arus utama teori implementasi antara top-down dan bottom-up, 

implementasi musrenbang pada dasarnya cenderung mengikuti teori bottom-up. Karena ide 

dasar kebijakan musrenbang merupakan program partisipasi aktif masyarakat dalam 

rangka perencanaan pembangunan daerah yang mendorong partisipasi masyarakat 

tersebut. Sekalipun ide dasar kebijakan musrenbang bercorak partisipatif (bottom-up), 

implementasinya pola sentralistis (top-down) masih ada. Hal ini ditunjukkan dengan masih 

terbatasnya pilihan jenis-jenis program pembangunan yang harus mengikuti program-

progran SKPD yang berpedoman pada RKPD dan RPJMD Kabupaten Sumenep. Selain 

itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan prioritas program masih rendah, 

terutama di tingkat desa dan kecamatan. Sebagian besar model implementasi Grindle yang 

menganalisis dari aspek isi dan konteks kebijakan, mampu menjelaskan implementasi 

musrenbang. Kelemahan model implementasi Grindle yang tidak secara eksplisit 

menyebutkan unsur komunikasi, cenderung membuat model implementasinya berpola top-

down. Karena itu, penambahan unsur komunikasi ke dalam model implementasi Grindle 

akan berimplikasi pada implementasi kebijakan menjadi lebih partisipatif. 

 

Implikasi Praktis  

Beberapa implikasi praktis terkait dengan permasalahan penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Karena faktor partisipasi masyarakat bukan merupakan penyebab dominan 

perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah beserta jajarannya dan seluruh 

pemangku kepentingan di Kabupaten Sumenep perlu mengintegrasikan dan 

melakukan terobosan kebijakan yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam 

menentukan usulan program prioritas kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan 

daerahnya. 

2. Dari beberapa aspek manajemen implementasi, selain tetap meningkatkan kualitas 

hasil perencanaan pembangunan, koordinasi, penggerakan dan kepemimpinan, perlu 

lebih ditekankan aspek pengawasan dan pengendalian serta penganggarannya untuk 

menghasilkan prioritas program yang tepat sasaran dalam implementasi musrenbang. 

3. Pembuat kebijakan, pelaksanan kebijakan, dan penerima dampak kebijakan perlu 

meningkatkan komunikasi kebijakan, sehingga tujuan kebijakan musrenbang benar-

benar dapat dicapai. Intinya semua pihak saling memberi dan menerima masukan 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan implementasi kebijakan musrenbang. 

4. Selain tetap berpegang pada tertib prosedur, para pembuat kebijakan, pelaksana 

kebijakan, dan penerima dampak kebijakan, perlu menekankan bahwa semua proses 

pelaksanaan adalah dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan. Semua pihak yang 

terlibat dalam proses pelaksanaan harus lebih kreatif dan inovatif agar dalam 

implementasi kebijakan mengacu pada pencapaian tujuan kebijakan, yaitu 

meningkatkan kualitas usulan prioritas perencanaan pembangunan daerah sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. 

 

Kesimpulan  

Dari rumusan masalah yang diajukan dan berdasarkan analisis serta pembahasan, 

dapat diberikan beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Manajemen implementasi kebijakan terdiri atas : strategi implementasi, seperti 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/kepemimpinan, dan pengendalian. 

Sebagian manajemen implementasi berhasil karena semua proses manajemen 

implementasi sudah terpenuhi dalam implementasi musren-bang. Aspek 



 
 

232 
 

pengorganisasian  sudah dilaksanakan dengan menetapkan para pelaku di tingkat 

desa, kecamatan, dan kabupaten. Dari tata laksana atau mekanisme dalam proses 

pelaksanaan musrenbang masih ditemukan kendala, yakni masih rendahnya 

partisipasi masyarakat pada proses sosialisasi musyawarah antardesa dan 

musyawarah desa itu sendiri serta proses pengambilan keputusan. Aspek 

kepemimpinan formal (kalebun dan kepala dusun) dan kepemimpinan informal 

tokoh-tokoh masyarakat cukup berpengaruh . Aspek pengendalian belum berfungsi 

secara optimal. Hal ini tampak dari adanya pemaksaan kehendak dalam musyawarah 

pengambilan prioritas program pembangunan.  

2. Faktor partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan 

analisis, pengaruh partisipasi masyarakat tersebut relatif kecil dibandingkan dengan 

faktor alamiah dan faktor struktural. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap 

persiapan berupa  kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap 

pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana, dan material, dan 

pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga.  

3. Sebagian besar implementasi musren-bang di Kabupaten Sumenep sudah sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan dalam petunjuk teknis operasional (PTO). 

Implementasi musrenbang sudah berdampak pada peningkatan kapasitas 

orang/lembaga di tingkat desa dan kecamatan. Musrenbang sebagai salah satu bentuk 

perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up, sudah terlaksana dengan baik, 

hanya saja belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan 

kebutuhan masyarakat.  Hal ini terjadi karena usulan masyarakat harus bersaing 

dengan program SKPD yang sudah matang dan terukur dengan baik. Kodisi ini 

mengakibatkan banyak usulan desa/kelurahan dan kecamatan tidak sepenuhnya 

dapat terimplementasi sesuai perencanaan. 

4. Dari implementasi kebijakan dari pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Sumenep, 

dapat diinterpresentasikan dengan sebuah makna bahwa sebagian besar implementasi 

musrenbang sudah sesuai prosedur dengan indikasi telah dipenuhinya sebagian besar 

ketentuan dan prosedur serta tahapan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis 

operasional (PTO). Walaupun sudah sesuai prosedur, implementasi musrenbang 

belum mencapai tujuan kebijakan musrenbang , yaitu  mendapatkan masukan 

penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang 

memuat prioritas pembangunan daerah.  

 

Saran 

Berdasarkan analisis, pembahasan dan kesimpulan, direkomendasi yang beberapa 

saran sebagai berikut. 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, melalui Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) sebagai instansi yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang, 

perlu meningkatkan kinerja selaku koordinator lintas sektoral untuk 

mengakomodirasi kegiatan-kegiatan prioritas masyarakat yang diusulkan melalui 

musrenbang kecamatan agar dapat ditampung oleh SKPD atau sebaliknya kegiatan 

yang belum diakomodasiasi oleh SKPD dapat direkomendasikan oleh Bappeda 

kepada SKPD yang bersangkutan untuk diakomodasiasinya. 

2. Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan 

Musrenbang secara menyeluruh. Perlu dibuat suatu kerangka prosedur pelaksanaan 

musrenbang yang lebih fleksibel, mengingat karakteristik sosial masyarakat serta 

pelaksanaan musrenbang di daerah berbeda-beda. Fleksibilitas prosedur tersebut 

diperlukan untuk mengakomodasi usulan dan tuntutan masyarakat sesuai dengan 
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kebutuhannya dalam membangun daerahnya. Prinsipnya, fleksibilitas prosedur 

tersebut tetap dalam kerangka pencapaian tujuan kebijakan dalam perencanaan 

pembangunan daerah agar lebih efektif. 

3. Perlu adanya singkronisasi antarmodel implementasi musrenbang yang bersifat 

bottom-up dan top-down dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Oleh 

karena itu, perlu di tingkatkan koordinasi antarpihak dalam pelaksanaan perencanaan 

pembangunan dari berbagai tingkatan. Intinya, karena menimbang kelemahan 

sumber daya manusia masyarakat desa, para elite desa harus dapat mengawal dan 

memastikan bahwa aspirasi atau usulan kegiatan yang diprioritaskan dan benar-benar 

dibutuhkan masyarakat dapat direalisasikan.  

4.    Para pembuat dan pelaksana kebijakan perlu meningkatkan kualitas komunikasi, 

sehingga terdapat pamahaman bersama dalam setiap tahapan kegiatan. Dengan 

demikian hasil implementasi musrenbang benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraannya dari hasil 

pembangunan, sesuai dengan kebutuhan desa  
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